BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG
INOVASI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja
Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat,
perlu adanya inovasi daerah;

b. bahwa inovasi daerah dikembangkan dengan pemanfaatan
sumber daya dan potensi daerah sesuai dengan tujuan
pembangunan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Dareah tentang Inovasi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten
Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di
Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah  diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik




Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017,
Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6123);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016
tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-001 Tahun
2017 tentang Prosedur Kerja Administrasi Pentahapan
Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah;

Memperhatikan : Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi
dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan
Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem
Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 484);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
dan
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang
selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Perangkat Daerah di Kabupaten
Seram Bagian Timur yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan,
penelitian dan  pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Seram Bagian Timur.

6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.




10.
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13.
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Inovasi adalah  kegiatan  penelitian, pengembangan, dan/atau
perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai
dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk
menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam
produk atau proses produksi.

Inovasi Daerah adalah semua bentuk  pembaharuan  dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah
keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuh kembangkan
inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah,
lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi,
dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

Sistem  Inovasi Daerah  Kabupaten  Seram Bagian Timur yang
selanjutnya disebut SIDa Kabupaten Seram Bagian Timur adalah
keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuh kembangkan
inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah,
lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi,
dunia usaha, dan masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat
perwujudan misi pemerintah daerah menuju visi pembangunan
Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai Kabupaten yang sejahtera dan
berdaya saing.

Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang
dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu
pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan  kebutuhan,
kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram
Bagian Timur untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2
Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran
Inovasi Daerah  diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui:
a. peningkatan pelayanan publik;
b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
c. peningkatan daya saing daerah; dan
d. peningkatan ekonomi kreatif

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:
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. peningkatan efisiensi;

. perbaikan efektivitas;

. perbaikan kualitas pelayanan;

. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
. berorientasi kepada kepentingan umum;

dilakukan secara terbuka;

. memenuhi nilai kepatutan; dan
.Dapat dipertanggungiawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan  diri

sendiri.

BAB II
RUANG LINGKUP, BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH




Bagian kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4
Ruang lingkup penguatan SIDa Kabupaten Seram Bagian Timur meliputi:
a. Kebijakan penguatan SIDa;
b. Penataan unsur SIDa; dan
c. Pengembangan SIDa.

Bagian kedua
Bentuk Inovasi

Pasal 5
Inovasi Daerah berbentuk:
a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
c. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Bagian Ketiga
Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 6
Kriteria Inovasi Daerah meliputi:
a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
c. memperhatikan kearifan lokal dan budaya yang hidup dan berkembang
dalam kehidupan bermasyarakat;
d. tidak bertentangan dengan sistem tata nilai dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara;
e. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat
yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. sesuai dengan tujuan pembanguan daerah dan rencana pembangunan
daerah;
. peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
.merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan  daerah
Kabupaten; dan
i. dapat direplikasi.
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Pasal 7

(1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen
Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam
pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manejemen.

(2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurufb
merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat
yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan
inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

(3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c
merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB 1III
PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF
INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
4
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Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 8
Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
a. Kepala Daerah;
b. Anggota DPRD;
c. Aparatur Sipil Negara,;
d. Perangkat Daerah; dan
e. Anggota Masyarakat
Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan
proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
a. bentuk Inovasi Daerah;
b.rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan
dilakukan;
. tujuan Inovasi Daerah;
. manfaat yang diperoleh;
. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
anggaran, jika diperlukan.
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Pasal 9
Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari kepala Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh kepala
Daerah dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh kepala
Daerah.
Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan Proposal Inovasi Daerah.
Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas
oleh Tim Independen yang dibentuk secara insidental pada saat
dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan
unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan
kebutuhan.
Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas
inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah
yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 10
Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal
Inovasi Daerah.
Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas
dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam Rapat Paripurna DPRD.
Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak
dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada kepala Daerah.
Perangkat Daerah  yang membidangi penelitian dan pengembangan
melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6.

Pasal 11
Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat
Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi
Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pepg
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Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan
proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepala Perangkat Daerah yang
membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif
Inovasi Daerah kepada kepala Daerah.

Pasal 12
Inisiatif Inovasi Daerah  yang berasal dari Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d disampaikan
kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan
pengembangan  disertai dengan  proposai Inovasi Daerah  untuk
dievaluasi.
Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif
Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan
kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan
menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada kepala Daerah.

Pasal 13

Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e disampaikan
kepada ketua DPRD dan/atau Kepala Daerah disertai dengan proposal
Inovasi Daerah.

Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang Dberasal dari anggota
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh ketua
DPRD kepada Kepala Daerah untuk dievaluasi oleh Perangkat Daerah
yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Kepala Daerah, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Kepala
Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan
pengembangan.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi
Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat
Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan
inisiatif Inovasi Daerah kepada kepala Daerah.

Pasal 14
Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat
(1), dan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 10
(sepuluh) hari kerja
Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Perangkat
Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dapat
melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/ atau praktisi.
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan
inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah
berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6.

Bagian Kedua
Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 15
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Kepala Daerah menetapkan keputusan kepala Daerah mengenai Inovasi
Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya
untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Penetapan keputusan kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1):

a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari kepala Daerah,
dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim
independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);

b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD,
dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh
Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4);

c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat
Daerah, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan
dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian
dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(3), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (4).

Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya memuat:

a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;

b. bentuk Inovasi Daerah;

c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan
dilakukan;

d. tujuan Inovasi Daerah;

e. manfaat yang diperoleh;

f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan

g. anggaran, jika diperlukan.

Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 16
Keputusan kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
disampaikan oleh kepala Daerah kepada Menteri.
Menteri melakukan pendataan terhadap Inovasi Daerah sebagai dasar
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah

BAB IV
UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 17
Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan wuji coba Inovasi Daerah
berdasarkan keputusan kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15.
Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan
Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata
laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji
coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang
dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia
dan lingkungan.
Pelaksanaan Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala
melalui perangkat daerah yang membidangi penelitian dan
pengembangan.

Pasal 18
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(1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh
pelaksana Inovasi Daerah wuntuk menilai perkembangan dan
keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah

(2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan
penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan
Inovasi Daerah yang diinginkan.

(3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi
Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan
melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi
penelitian dan pengembangan.

(4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
atas persetujuan kepala Daerah dan diberitahukan kepada Menteri.

Pasal 19

(1) Pelaksanaan Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh
tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang
membidangi penelitian dan pengembangan.

(2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan
pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap  hasil
tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.

(3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala
Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan
kepada kepala Daerah

Pasal 20
Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif
kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan
langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB III
KEBIJAKAN PENGUATAN SIDa
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Pasal 21

(1) Kebijakan  penguatan SIDa  Kabupaten  Seram Bagian Timur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan
penyusunan roadmap SlIDa Kabupaten Seram Bagian Timur, yang
memuat:

a. kondisi SIDa saat ini;

b. tantangan dan peluang SIDa;

c. kondisi SIDa yang akan dicapai;

d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDa;
e. fokus dan program prioritas SIDa; dan

f. rencana aksi penguatan SIDa.

(2) Roadmap SIDa Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengakomodir program dan kegiatan yang didanai dari
anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan
belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat
serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD bidang
kelitbangan.

(3) Roadmap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan
Peraturan Bupati.




BAB IV
PENATAAN UNSUR SIDa
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Pasal 22
Penataan unsur SIDa Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
a. penataan kelembagaan SIDa Kabupaten Seram Bagian Timur;
b. penataan jaringan SIDa Kabupaten Seram Bagian Timur; dan
c. penataan sumber daya SIDa Kabupaten Seram Bagian Timur.

Bagian Kesatu
Penataan Kelembagaan SIDa
Kabupaten Seram Bagian Timur

Pasal 23
Penataan kelembagaan SIDa Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas:
a. penataan lembaga/organisasi;
b. penataan peraturan perundang-undangan; dan
c. penataan norma/etika/budaya serta sistim tata nilai yang hidup dan
berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Paragraf 1
Penataan Lembaga/Organisasi

Pasal 24
Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan penguatan dan
pengembangan SIDa Kabupaten Seram Bagian Timur dan penataan
lembaga/organisasi SIDa Kabupaten Seram Bagian Timur dilakukan dengan
cara :

a. meningkatkan @ kapasitas dan peran Bidang Penelitian dan
Pengembangan pada BAPPEDA dalam membantu pelaksanaan tugas
Tim Koordinasi Penguatan SIDa Kabupaten Seram Bagian Timur;

b. melakukan kerja sama pemberdayaan kelitbangan dengan Pemerintah,
Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau
organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan daerah; dan

c. kegiatan lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Kabupaten.

Paragraf 2
Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 25

(1) Penataan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 huruf b, dilakukan terhadap peraturan yang mendukung
terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDa Kabupaten Seram
Bagian Timur.

(2) Penataan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan pengkajian yang
hasilnya berupa membentuk, menetapkan, merubah dan/atau mencabut
Peraturan Perundang-Undangan Daerah terkait penguatan SIDa
Kabupaten Seram Bagian Timur.




Paragraf 3
Penataan Norma

Pasal 26
Penataan terhadap norma/etika/budaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme
nilai-nilai sosial kemasyarakatan, adat istiadat dan budaya masyarakat serta
nilai-nilai agama bagi penguatan SIDa Kabupaten Seram Bagian Timur.

Bagian Kedua
Penataan Jaringan SIDa

Pasal 27

Penataan jaringan SIDa Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilakukan melalui :

a. komunikasi interaktif antara lembaga/organisasi SIDa;

b. mobilisasi sumberdaya manusia dan potensi daerah ;

c. optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi,
sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

d. sistim tata nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Paragraf 1
Komunikasi Interaktif Antar Lembaga/Organisasi SIDa

Pasal 28

Komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 huruf a, dilakukan melalui :

a. kerja sama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar,
lokakarya, dan kegiatan sejenisnya;

b. menjalin kerja sama kelitbangan antar lembaga/organisasi SIDa;

c. kerja sama keahlian dan keterampilan sumberdaya manusia untuk
penguatan SIDa antar kabupaten/kota, antar Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) dan antara lembaga pemerintah dan lembaga non
pemerintah; dan

d. kesatuan masyarakat hukum adat.

Paragraf 2
Mobilisasi Sumber Daya Manusia

Pasal 29
Mobilisasi sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
huruf b, dilakukan menurut  kepakaran, keahlian, kompetensi,
dan/atau keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDa
Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.

Paragraf 3

Optimalisasi Pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual,
Informasi, Sarana dan Prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 30
Optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan
prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 huruf c, dilakukan melalui:
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a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
b. pemanfaatan informasi SIDa; dan
c. pemanfaatan sarana dan prasarana SIDa.
Bagian Ketiga
Penataan Sumber Daya SIDa Kabupaten Seram Bagian Timur

Pasal 31
(1) Penataan sumber daya SIDa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
huruf c, meliputi :
a. Pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik
dan/atau spesifikasi sumber daya SIDa;
. Pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir;
. peningkatan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual,
pemanfaatan data dan informasi; dan
pengembangan sarana prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2) Penataan sumber daya SIDa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya
SIDa Kabupaten Seram Bagian Timur.

Mo a0 o

BAB V
PENGEMBANGAN SIDa
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Pasal 32

(1) Pengembangan SIDa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c
meliputi :

a. pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDa di daerah;
b. pemetaan potensi dan analisis SIDa; dan
c. pemberlanjutan penguatan SIDa.

(2) Pengembangan SIDa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan,
merespon perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi
dan misi Bupati dalam pembangunan di Daerah.

Bagian Kesatu
Pengembangan Komitmen dan Konsensus Unsur-Unsur
SIDa di Daerah

Pasal 33
Pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDa di Kabupaten
Seram Bagian Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf
a, dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya SIDa.

Bagian Kedua
Pemetaan Potensi dan Analisis SIDa

Pasal 34
Pemetaan potensi dan analisis SIDa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui :
a. identifikasi dan pengumpulan data;
b. pemetaan; dan
c. analisis faktor kebijakan, unsur SIDa, program dan kegiatan.

Bagian Ketiga
Pemberlanjutan Penguatan SIDa Kabupaten Seram Bagian Timur

Pasal 35
11




(1) Pemberlanjutan penguatan SIDa Kabupaten Seram Bagian Timur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDa.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 36
Hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDa Kabupaten Seram Bagian
Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menjadi bahan acuan
dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB VI
TIM KOORDINASI PENGUATAN SIDa
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Pasal 37

(1) Dalam rangka pelaksanaan penguatan SIDa Kabupaten Seram Bagian
Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati membentuk Tim
Koordinasi Penguatan SIDa Kabupaten Seram Bagian Timur.

(2) Tim Koordinasi Penguatan SIDa Kabupaten Seram Bagian Timur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Pengarah;
b. Ketua
c. Sekretaris; dan
d. Anggota

(3) Tim Koordinasi Penguatan SIDa Kabupaten Seram Bagian Timur
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati

Pasal 38
(1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2),
bertugas:

a. menyusun dokumen Roadmap Penguatan SIDa Kabupaten Seram
Bagian Timur;

b. melakukan identifikasi, inventarisasi, sinkronisasi dan sinergi
penguatan SIDa Kabupaten Seram Bagian Timur

c. Membangun implementasi Penguatan SIDa Kabupaten Seram Bagian
Timur dalam rangka pengembangan budaya inovasi;

d. melakukan penataan, pengembangan dan analisis potensi daerah yang
sinergi dengan kebijakan penguatan SIDa Kabupaten Seram Bagian
Timur;

e. memberikan masukan dan pertimbangan mengenai prioritas
program dan rencana aksi, termasuk alokasi pembiayaan dan fasilitas
untuk  penguatan  SIDa Kabupaten Seram Bagian Timur yang
menghasilkan produk-produk inovatif;

f. mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDa Kabupaten Seram
Bagian Timur;

g. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan
penguatan SIDa Kabupaten Seram Bagian Timur;

h. memadukan kebijakan-kebijakan antar perangkat daerah dengan
pemerintah Pusat dan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk penguatan
SIDa Kabupaten Seram Bagian Timur;

i. melakukan monitoring dan evaluasi, terhadap pelaksanaan
kebijakan dan program penguatan SIDa Kabupaten Seram Bagian
Timur.

(2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi

Penguatan SIDa Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Ketua dapat membentuk Sekretariat.
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(3) Tim Koordinasi Penguatan SIDa sebagaimana pada ayat (1)
berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung
jawab kepada Bupati Seram Bagian Timur.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 39
Bupati melaksanakan pembinaan dalam rangka penguatan SIDa
Kabupaten Seram Bagian Timur.

Pasal 40

Pembinaan penguatan SIDa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39

meliputi:

a. koordinasi penguatan SIDa;

b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDa;

c. Pemberian bimbingan, supeivisi dan konsultasi pelaksanaan penguatan
SIDa;

d. pendidikan dan pelatihan;

e. melaksanakan kegiatan kelitbangan dalam rangka penguatan SIDa;
dan

f. perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDa.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 41
Pembiayaan penguatan SIDa bersumber dari :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 42
(1) Bupati melaporkan pelaksanaan penguatan  SIDa Kabupaten
Seram Bagian Timur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram
Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 17 Juni 2019

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd
ABDUL MUKTI KELIOBAS
Diundangkan di Bula

pada tanggal 17 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

SYARIF MAKMUR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

//;ﬁﬁwAQ&BAGUWJHUKUM

N

“SANIP.197406112006041013

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 190
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II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM INOVASI DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

UMUM

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung
peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara
optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran
Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan  Pelayanan = Publik,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya
saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya
tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan
dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk
mengusulkan Inovasi Daerah.

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai
semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu
inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik,
dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah. Suatu ide atau gagasan untuk
dapat menjadi Inovasi Daerah harus melalui tahapan yang secara rinci
diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pengaturan mengenai pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan dan diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi
Daerah. Sejalan dengan pengembangan dan pengautan sistim Inovasi
Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur membangun
suatu sitem penguatan inovasi daerah yang Dbertujaun untuk
pengembangan daya saing daerah sesuai dengan visi dan misi
Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur. Pengaturan dimaksud
diharapkan dapat menjadi salah satu sarana bagi Organisasi Perangkat
Daerah untuk berkreativitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan
dalam rangka  menciptakan terobosan baru untuk mendukung
peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Seram Bagian
Timur.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Huruf a
Yang dimaksud dengan "peningkatan efisiensi" adalah bahwa
Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin
menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi
Daerah.
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Huruf b
Yang dimaksud dengan "perbaikan efektivitas" adalah sampai
seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "perbaikan kualitas pelayanan" adalah
bahwa  Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah,
mudah, dan cepat.

Huruf d
Yang dimaksud dengan @ "tidak menimbulkan  konflik
kepentingan" adalah bahwa inisiator tidak memitiki

kepentingan  pribadi untuk menguntungkan  diri sendiri
dan/atau orang lain.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "berorientasi kepada kepentingan
umum" adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk
kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat
dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta
tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan,
ras, antargolongan, dan gender.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "dilakukan secara terbuka" adalah
bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh
seluruh masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang
bersangkutan maupun Pemerintah Daerah lain.

Huruf g
Yang dimaksud dengan "memenuhi nilai kepatutan" adalah
bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan
dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah
setempat.

Huruf h
Yang dimaksud dengan ‘'dapat dipertanggungj awabkan
hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri" adalah bahwa
hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan
manfaatnya bagi masyarakat.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan
Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan
fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

Yang dimaksud dengan  "tata laksana internal dalam
pelaksanaan fungsi manajemen" meliputi perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.
Yang dimaksud dengan "pengelolaan unsur manajemen" meliputi
sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan,dan metode kerja
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Huruf b
merupakan inovasi dalam penyediaan  pelayanan  kepada
masyarakat yang meliputi proses pemberian  pelayanan

barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa
publik.

Huruf c
merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan  Pemerintah
Daerah.

Pasal 6

Huruf a
Yang dimaksud dengan '"mengandung pembaharuan seluruh
atau sebagian wunsur dari inovasi" adalah rancang bangun
dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian
berbeda dengan rancang bangun Inovasi Daerah yang telah ada.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "memberi manfaat bagi Daerah dan/atau
masyarakat" antara lain menambah pendapatan asli Daerah,
menghemat  belanja Daerah, meningkatkan capaian kinerja
Pemerintah  Daerah, meningkatkan mutu Pelayanan Publik,
dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau
kelompoknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan '"tidak mengakibatkan pembebanan

dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah:

a. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban
lainnya bagi masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, antara lain menetapkan
pajak atau retribusi Daerah; dan

b. membatasi akses  masyarakat untuk mendapatkan
pelayanan atau menggunakan haknya sebagai warga negara,
antara lain menambah persyaratan untuk memperoleh kartu
tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara
tidak dapat memenuhinya.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "merupakan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah" adalah kewenangan Daerah
provinsi, kewenangan Daerah kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai
Pemerintahan Daerah.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "dapat direplikasi" adalah bahwa Inovasi
Daerah yang telah berhasil diterapkan oleh suatu Daerah dapat
diterapkan pada Daerah lain.

Pasal 7
Cukup jelas.

17




Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ‘'rancang bangun Inovasi Daerah"
adalah struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka
kerja dari suatu produk atau suatu prosedur kerja.

Yang dimaksud dengan  "pokok perubahan yang akan
dilakukan" adalah  desain struktur, bentuk, proses,sistem
dan/atau kerangka kerja yang akan dihasilkan dari inovasi
yang dilakukan.

Sebagai contoh yaitu elemen prosedur pelayanan yang meliputi
elemen pihak bank, langkah pelayanan atau  prosedur
pelayanan, alat yang digunakan, dan pelanggan.

Rancang bangun dengan struktur yang dibuat oleh bank, yaitu
pihak bank membangun pelayanan internet untuk memberikan
pelayanan perbankan elektronik (e-bankingl atau anjungan tunai
mandiri (automated teller machine) bagi pelanggan dengan
prosedur, pelanggan harus terlebih dahulu mendaftar dan
memperoleh nomor identitas pribadi lpersonal identification
number). Selanjutnya, pelanggan dapat menggunakan
perbankan elektro nik (e-banking) atau gerai anjungan tunai
mandiri (automated teller machine) untuk bertran saksi.

Apabila Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah
menggunakan prosedur yang memberikan pelayanan
pembayaran pajak atau retribusi bagi wajib pajaklretribusi
melalui perbankan  elektronik (e-bankingl, anjungan tunai
mandiri (automated teller machinel, atau transaksi elektronik
lainnya yang sebangun, pelayanan pembayaran pajak/retribusi
tersebut tidak dapat dianggap sebagai inovasi, karena rancang
bangun pelayanannya sama dengan yang telah dilakukan oleh
bank.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Hurufd

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf

Pasal 9

Cukup jelas.

Ayat (1).

Cukup jelas

Ayat (2).

Cukup jelas
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Ayat (3).
Cukup jelas

Ayat (4).
Yang dimaksud dengan "sesuai dengan kebutuhan antara lain
kebutuhan  jumlah anggota tim independen dan bidang
keahliannya disesuaikan dengan objek Inovasi Daerah.

Ayat (5).
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan '"laboratorium uji coba" adalah tempat
yang dapat berupa wunit kerja atau wilayah teritorial yang
dijadikan tempat melakukan percobaan Inovasi Daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat {2)
Yang dimaksud dengan "melakukan = penyesuaian rancang
bangun" adalah menyesuaikan konstruksi substansi dari inovasi
yang dilakukan.
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (a)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.
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Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 149
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